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Notaris dalam membuat Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli sebagai akta pendahuluan sebelum dibuatnya
Akta Jual Beli seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (1) Undang-
Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam hal notaris membuat akta yang objeknyaterindikas telah
diperjuabelikan sebelumnya, hal tersebut sudah termasuk dalam hal perbuatan melawan hukum yang
merugikan salah satu pihak serta masuk dalam ranah tindak pidana serta pelanggaran jabatan notaris yang
dapat mengakibatkan aktaterkait dapat dibatalkan melalui pengadilan. Berkaitan dengan kasus posisi dalam
penelitian, akan dibahas mengenai keabsahan dan implikasi hukum tanggung jawab renteng notaris terhadap
Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang disahkan dengan putusan pengadilan namun telah dibatalkan oleh
para pihak menggunakan perjanjian di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif berbentuk yuridis normatif. Hasil Penelitian adalah PPJB dalam kasus posisi adalah akta yang sah
dikarenakan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata maupun
Undang-Undang Jabatan Notaris serta dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, akta notaris, maupun
perjanjian yang disepakati kedua belah pihak

...... The Notary in making the Deed of Sale and Purchase Agreement as a preliminary deed before the Sale
and Purchase Deed should meet the provisions of Article 1320 of the Civil Code and Article 16 paragraph
(1) of the Notary Position Act. Deed whose object is indicated to have been traded before, thisisincluded in
the case of fraud that harms one party and isincluded in the realm of criminal acts and violations of the
position of a notary which can result in the related deed being canceled through the court. In connection with
the case of the position in the study, it will be discussed regarding the Legality and Legal Implications of
Notary Joint Responsibility for the PPIB Deed which was legalized by a court decision but has been
canceled by the parties using an underhand agreement. The research method used is qualitative research in
the form of normatif juridical. The result of the research is that the PPJB deed in the position caseisavalid
deed because it fulfills the legal requirements of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code
and UUJN and can be canceled through a court decision, notarial deed, or an agreement agreed by both
parties.
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